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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan YME, yang atas berkah dan rahmat NYA
maka dengan bangga dapat kami hadirkan "Prosiding Seminar Hasil-hasil
Penelitian” ini ke tangan para pembaca sekalian.

Prosiding ini diterbitkan dalam rangka Dies Natalis FISIP ke-27 wahun 2012,
Sehapai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk senantiasa
mendorong kegitan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh
para dosen di lingkungan FISIP UNILA, maka FISIP setiap rahunnya
memberikan bantuan dana yang diambil dari DIPA FISIP UNILA bagi para
dosen yang akan melaksanakan kegiatan penelitian. Hasil-hasil penelitian
rersebut lalu dipresentasikan dalam seminar di tingkat fakultas. Prosiding ini
menampilkan seluruh hasil penelitan yang didanai DIPA FISIF UNILA 2012,
Prosiding ini dibuat agar hasil-hasil penelitian tersebut dapat dibaca eleh
selurub civitas academica FISIP UNILA khususnya dan seluruh masyarakat
pada umumnya.

Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi banyalk orang. Kami menyadari
dalam prosiding ini masih banyak kekurangan, untuk itu kaml mohon maaf
atas segala kekurangan tersebut, Terima kasih,

Salam Sejahtera
Dekan Fakultas llmu Sosial dan lmu Politik
Universitas Lampung
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Drs. Apgus Hadiawan, M.5i
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PERENCANAAN PROGRAM BUS RAPID TRANSIT DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
Oleh:
Dedy Hermawan, Simon Sumanjoyo H, Ani Agus Puspawati
Dasen Jurusan [Imu Administrasi Negara FISIP Unila

ABSTRACT

BRT program is & mandate of Law Number 22 Year 2009 on Road Traific and
Transport stated that every city should have a mode of mass transportation, With
the aim to reduce congestion in Bandar Lampung. BRT planning process has been
carried out, mainly by the Department of Transportation and the ecity of Bandar
Lampung Consortium PT. Trans Bandar Lampung. There are some circumstances
that & polemical sources in planning BRT program in Bandar Lampung, the
existence of monopoly routes for the transport routes in Dublin by the Consortium
PT. Trans Bandar Lampung, BRT terminals that do not pay a fec, asiwell as
indications of bribery in the selection of the driver in the PT. Trans Bandar
Lampunz. BRT Program is a partrership program involving many stakeholders,
including the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia, Bandar
Lampung Transportation Agency, the Regional Representatives Council of
Bandar Lampung. Bandar Lampung Organda, PT. Trans Bandar Lampung,
Bandar Lampung Perum Damri, Indonesian Transportation Society (MTI) Region
Lampung. Bandar Lampung Angkot Communication Forum (FKABL), CV.
Mevis Java, as well as the security forces {military-police and municipal police).

Key Word: Planning, Stakeholders, Bus Rapid Transit
1. PENDAHULUAN

' Adanva layanan transportasi publik merupakan wujud dari tanggung jawab
pemerintah  kepada masvarakat. Bahkan menurut Tangkilisan (2003:402),
transportasi  merupakan harang  publik (public goods). schingga peranan
pemerintah  sangat vital dalam pengembangan sistemnya. Terkait' dengan
pengembangan sistem  transportasi tersebut, Nasution (1996:11) menyatakan
hahwa dibutuhkan sistem transporiasi yang baik, aman, cepat, dan terjanghau oleh
daya beli masyarakatnya,

Nasution (1996:16) mengemukakan bahwa bagi daerah perkotaan,
fransportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Kota yang baik ditandai
antara lain dengan melihat kondisi transportasinya. Namun, layanan transportas,
publik di kawssan perkotasn dihadapkan oleh kompleksitas kondisi transportas)
vang telah ada. Menurut Sadyohutome (2009:63) beberapa kondisi transportasi
kota yang bunk, yaitu: kemacetan lalu lintas (raffic jams) dan lalu lintas
merambat (traffic congestion); kesemrawutan lalu lintas: polusi udara dari knalpot
mohil-mobil tua: kendaraan umum yang tidek aman, nyaman, dan tidak tepal
waktu: kebijaksonaan pemerintah yang memanjakan penggunaan kendaraan
pribadi dan mengabaikan pembinaan pada transportasi umum massal, dan
prasarana jalan yang cepat rusak walau diperbaiki setiap tahun.
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Seminar Huasil-Hast Penelitian dan Pengabdion Kepadn Masyarakat-
Dies Notalis FISIP Urdla Tehun 2012

Permasalahan kondisi transportasi kota im juge didlami oleh kota Bandar
Lampung. Bandar Lampung scbagal ibukota Provins Lampung dengan luas
wilayah 196 km* dan penduduk kota saat ini begumlah +1 juta jiwa Bandar
Lampung memiliki andil penting karena secara administrastif sebagai pusat
itbukota pemerintahan, Bandar Lampung juga sebagai jalur darat hubungan anara
pulau Jawa dan Sumaiera. Sesuai dengan klasifikasi kota, maka Kota Bandar
Lampung masuk dalam kategori kota besar, dengan panjang jalan kota 900,320
km, jalan negara 65,04 km, dan jalan propinsi sepanjang 43,980 km {Sumber:
Dinas Rerhubungan Kota Bandar Lampung, 2012).

Sebagai kota wvang menjadi pusat kegiatan baik pemerintahan maupun
aktifitas perdagangan di provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung juga mulai
menghadapi situasi dimana kemacetan lalu lintas mulai menjadi masalah. Hal ini
ditndikasikan dari kescmrawutan pengaturan angkutan kota yang salah satunya
dapat dilihal saal memasuki Kawasan pusat perbelanjaan di Tanjungkarang Pusat
dimana angkutan kota menumpuk. Angkutan umum belum terintegrasi dengan
baik di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari seringnya angkulan umum terlibat
perebutan penumpang. saling menyalip serta berhenti di sembarang tempat.
Perilakn mi membuat tidak nyaman dan membahayakan pengendara lain (Sumber:
Lampung Post, 2 Okiober 2011). Keadaan transportasi seperti inl menimbulkan
dampak buruk dan ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

Masalah transportasi sudabh menjadi isu kebijaksanaan publik karena
dampaknya secara material, wakie, dan Kenyamanan sudah cukup besar
(Sadyohutome, 2009:157). Masalah dan tantangan transportasi kota untuk jangka
panjang ini merupakan hal vang harus diberi perhatian khusus dan dibahas
pencegahannya dalam bentuk kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan-tantanpgen vang disebutkan  sebelumnya,
diperlukan  kebijaskan di bidang trapsportasi yang mampu mengantisipasi
persoalan yang dikhawatitkan akan muncul di Kota Bandar Lampung beberapa
tahun mendatang, Pemerintah Kota, kKhususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung berusaha melakukan perubahan paradigma dengan mengutamakan
perwujudan Sistem Anghutan Umum Massal (SAUM) dengan menerapkan
pengoperasian angkutan berupa Bus Rapld Transit (BRT) vang dikenal dengan
sebutan busway dan diberi nama Trans-Bandar Lampung. BRT merupakan
program unggulan pemerintah sejalan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAT) serta keputusan Menteri Perhubunsan
No, 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan
kendaraan Umum (Sumber: Radar Lampung, 1 Maret 2012},

Pola Angkutan Kota Bandar Lampung direncanakan akan dibagi menjadi 3.
yaitu: Travek Utama yang dilavani oleh Bus jenis BRT, Trayek Cabang/Feeder
{pengumpan) vang dilayani oleh jenis angkutan kota, dan Angkutan Tidak Dalam
Trayek yang dilayani oleh jenis Taksi Argometer. BRT-Trans Bandar Lampung
mulai dioperasikan sejak 19 Desember 2011.

Program BRT ini telah diwacanakan sejak tahun 2010 oleh Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung, namun dalam perencanaannva masih banvak
ketimpangan yang muncul. Persoalan pertama diungkap oleh Komisi C DPRD
Bandar Lampung vang menvayangkan kebijakan yang diambil Tim Asnggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) vang tidak mengalokasikan dana penunjane BRT
dalam Rencana Anggaran Pendspatan dan Belanjn Daerah (RAPBD} 2012,
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Program penunjang BRT tidak disepakati anggarannya oleh TAPD dengan alasan
angparan terbatas (Sumber: Lampung Post, 05 November 2011). Hal ini
menunjukkan indikasi adanya kekurangan dalam perencanazi program BRT,

Dampak dari perencannan pelaksanaan program BRT ini juga menuai
penalakan-penolakan  dari para sopir angkutan kota jurusan Rajabasa—
Tanjungkarang yang menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan kehadiran
BRT pada hari Senin, 21 Novenber 2011 lalu. Dengan tidak mengoperasikan
kendarannnya, mereka memprotes kehadiran bus Trans=-Bandar Lampung yang
sudah divjicobakan pada 4 hari sebelumnya, Dalam pandangan sopir dan
pengusaha angkot, bus yang menawarkan kenyamanan dan keamanan bagi
penumpang ini, merupakan ancaman serius yang bisa mematikan usaha mereka
(Sumber: Lampung Post, 22 November 2011),  Persoalan ini kemudian
memperjelas adanya penclakan dari pihak sopir angkutan umum dalam realisasi
perencanaan program BRT.

Perencanaan dan persiapan program BRT inipun tidak lcpas dari adanya
ketimpangan yang sangal menonjol. Seperti kita ketahui di kota lainnya yang
sudah lebih duls mengpulikan kebijakan BRI, pada pelaksanaannya sudah
ditunjang oleh rambu dan marka jalan. Trans Bandar Lampung. dalam proses
pelaksanaannys pada tahap pembangunan halte dan koridor mengambil sebagian
area pejalan Kaki yaitu totoar untuk dijedikan area pembuatan halte vang
menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu seria mengamhbil hak pejalan
kaki (Sumber: Lampung Post, 20 Februari 2012). Trotoar dijadikan halte unfuk
BRT ini jelas tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 131 yang menekankan bahwa pejalan kaki berhak
atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, fempat penyebrangan dan
fasilitas lainnys. Persoalan ini menjelaskan perencanaan program BRT yang tidak
komprehensif, sedangkan penggunaan trotoar jelas sudah ada aturannya,

Merujuk pada realita di atas, Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung harus
mengimbangi secara maksimal penyedizan anggaran, kemitraan dengan pihak
ketiga (stakeholder) terkail sarana dan prasarana, dan mengantisipasi pro dan
kontra terhadap hadimya BRT tersebut. Program BRT ini tidak terlepas dari
bagaimana pemerintah kota Bandar Lampung berupaya memberikan pelayanan
transportesi massal yang aman, nyamarn, dan terjangka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka vyang menjadi tujuan  dalam
penelitian ini adalah: mendeskripsikan mekanisme dan tahapan perencanaan
Program BRT; mengidentifikast situasi dan kondisi vang menjadi sumbes-sumber
palemik dalam perencanaan Program BRT, serla mengidentifikasi stakeholder
yang terlibat, peran yang dijalankan, dan mekanisme yang digunakan dalam
JIOSCS PErenCAnaan program BRT di Bandar Lampung.

2. MODEL KONSEPTUAL

Bandar Lampung, sebagai ibu kota Propinsi Lampung, tak luput dan masalah
transportasi yang membutuhkan penanganan serius. Hal ini ‘diindikasikan deri
kesemrawutan pengaturan angkutan kota yang galah satunya dapat dilihat saat
memasuki kawasan pusat perbelanjaan di Tanjungkarang Pusatl dimana angkutan
kota menumpuk. Anghkutan umum helum terintegrasi dengan baik di Bandar
Lampung. hal ini terlibal dari seringnys angkutan umum terlibat perebutan
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Saminar Hasil-Hoasil Peneliion dan Pesgabdion Kepada Mosyamkai-
s Natalis FISIP Unila Tahun 2012

penumpang, saling menvalip serta berhenti di sembarang tempat. Penlaku ini
membuat tidak nyaman dan membahayakan pengendara lain (Sumber: Lampung
Post, 2 Oktober 2011). Keadaan transportasi seperti ini menimbulkan dampak
buruk dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas,

Solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kebijakan di
bidang transportasi yang mampu mengantisipasi persoalan vang dikhawatirkan
akan muncul di Kota Bandar Lampung beberapa tahun mendatang. Pemerintah
Kota, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berusaha melakukan
perubghan paradigma dengan menputamakan perwyjudan Sistem  Angkutan
Umum Massal (SATUM) dengan menerapkan pengoperasian angkutan berupa Bus
Rapid Transit (BRT) yvang dikenal dengan sebutan broviegy dan diben nama Trans-
Bandar Lampung. BRT merupaken program unggulan pemerintah sejalan dengan
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
serta  keputusan Menteri  Perhubungan MNo. 35 Tahun 2003  lentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan Umum {Sumber;
Radar Lampuang, 1 Maret 2012).

Dampak dari perencanasn pelaksanzan program BRT ini juga menuai
penelakan dard para sopir angkutan kota vang jurusan beririsan dengan jalur BRT,
Masalah lain Trans Bandar Lampung, dalam proses pelaksanaannya pada tahap
pembanpunan halte dan koridor mengambil scbagian area pejalan kaki yaitu
trotoar untuk  dijadikan  area pembustan  halle  yang  menimbulkan
ketidaknvamanan dan mengganggu serta mengambil hak pejalan kaki (Sumber:
Lampung Post, 20 Februan 2012). Trotoar dijadikan halte untuk BRT ini jelas
tidak sesuai dengan UL No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(LLAJT) pasal 131 vang menckankan bahwe pejalan kaki berhak atas ketersediaan
fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lainnya
Persoalan ini menjelaskan adanya perencanaan program BRT yang tidak
komprehensif, sedangkan penggunaan tretoar jelas sudah ada awrannya,

Merzjuk pada realita tersebut, perlu dikaji mekanisme dan tahapan
perencaraan Program BRT di Bandar Lampung; mengidentifikasi situasi dan
kondisi vang menjadi sumber-sumber polemik dalam perencansan Program BRT
di Bandar Lampung; serta mengidentifikasi siakeholder yvang terlibat, peran vang
dijalankan, dan mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan program
BET di Bandar Lampung,

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan
pendekatan ini karena untuk menafsitkan secara mendalam hasil dari temuan di
lokasi penelitian, khususnya mengenai proses perencanaan Program BRT di
Bandar Lampung. :

Peneliti mi memfokuskan masalah penelitian pada 3 (tiga) hal yaitu: (1)
mekanisme dan tabapan perencanaan Program; (2) situasi dan kondisi yang
menjadi sumber-sumber polemik dalam perencanaan Program; (3) stokefolder
vang terlibat, peran yang dijalankan, dan mekanisme yang digunaken dalam
proses perencanaan program BRT.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan sengma (purposive)
yang dilakukan di Kota Bandar Lampung, denpan alasan penerapan program

159



moda anghutan massal BRT ini merupakan program baru vang diberakukan di
kota Bandar Lampung sejak 19 Desember 2011, Penelusuron di Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai regulator program BRT Kota Bandar
Lampung dan PT. Konsorsium Trans-Bandar Lampung sehagai penyelenggora
dan operator pengelolsan sistem BRT kota Bandar Lampung,

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari Kepala
Dinas Ferhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Angkutan Jalen Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung, Komisaris PT. Konsorsium Trans-Bandar
Lampung, Kepala DPC Omganda Kota Bandar Lampung dan Ketua MTI
{Masyarakat Transportasi Indonesia) regional Lampung. Selain itu, penelitian ini
juga menggunakan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan perencanasn BRT-
Trans Bandar Lampung. Sementara teknik yang digunakan dalam mengumpulkan
data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tabel 1. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitisn
Mo Dokumen Substansi

| Undang-undang Fepublik Indonesin Nomor | Dokumen  wang  berkaitan  dengan
22 Tahon 2049 Tentang Lalu Lintas dan | mengenai pelaksensan lalu lintas dan

" Anghkutan Jalan anghutan jaian
2. | Renmstra Dinas Perhubungan Kot Bandar | Dekumen tentang tjuan, visi, misi, dan
Lampung struktur orgenisasi Dinns Pﬂhuh{mgm

I 3. Keputusan  Menteri  Perhubungan nomor | Dokumen  vang  berkaitan  dengan
I KM.33 Tahun 2003 tentang | Penvelenggaraon  Angkutaon Crang  di
Penyelenggaraan Anphkutan Orang di jalan | jalan dengan kendaraan Umam

dengan kendaraan Lmain

4, Profil Ko Bandar Lampung Dokumen mengenal gambaran umum |
Kot Bandar Lampung |

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analizis data menurut Miles dan Huberman

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. (ambaran Umum Pengembangan Bus Rapid Trans (BRT) Trans Bandar

Lampung

Dalam upava membenahi dan melakukan pengembangan di sektor lalu lintas
dan anpgkutan jalan di Kota Bandar Lampung, satu dari sepuluh kebijakan vang
terkoit adaloh dengan pengembangan Bus Rapid Trans (BRT). Sesuai dengan
amanal Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan (LLAJ), pengembangan sistem angkutan umum diperlukan untuk mengurai
persoalan lalu hintas perkotaan. Karena itu pemerintah telah membangun beberapa
sislem angkutan umum di beberapa kota di Indonesia,

Kota Bandar Lampung merupakan =alah satn dan sekian banyak kota besar
dan metropolitan vang resmi mengembangkan moda transportasi massal Bus
Rapid Trans (BRT) dan kemudian diberi nama Trans Bandar Lampung.
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b. Fase Pengembangan Bus Rapid Trans (BRT) Trans Bandar Leampung

Kebijakan pengembangan angkutan massal BRT-Trans Bandar Lampung ini
melalui beberapa fase, hal ini dikarenakan hingga saat ini, di Kot Bandar
Lampung masih beroperasi mikrolet dengan pola trayek yang lama. Beberapa fase
pengembangan BRT —Trans Bandar Lampung, yaitu: Fase satu. Penerapan sistem
travek berjenjang (utama, cabang, dan ranting/feeder); Pengoperasian bus sedang
di trayek utama dan bus kecil/minibus di tayek cabeng dan ranting; Perizinan
diberikan kepada perusahaan PO (Pengusaha Otobus) bukan pada kendarasn;
Persispan awal penyediaan nfrastruktur pendukung (halie) Fase dua.
Pemantspan trayek dan pengoperasian jenis anghutan sesual jenjang trayek.
Penerapan sistem ficketing/tiket terpadu; Penyedisan infrastruktur pendukung
(halte, jalan, termninal), Fase tiga. Pemantapan penerapan sistem tikel terpadu
Pemantapan infrastruktur, Peneropan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
Pengembangan sistem.

¢. Trayek
Prinsip trayek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bandar Lampung

adalah travek berjenjang dan menjangkau seluruh wilayah kota. Oleh karena itu,
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkuten Jalan (LLAJ) pasal 158, maka pembagian jenjang trayeknya adalah:
Trayek Utama: Rajabasa - Panjang (melalui JI. Sockamo — Hatta): Rajabasa -
Sukaraja (melalui J1. P. Diponegoro); Perum Korpei - Sukaraja (melalui J1. Welter
Monginsidi); Tanjungkarang — Ir. Sutami { melalui JI. P. Antasari); Kemiling —
Sukaraja (melalui JI. Jend. Sudirman); Rajabasa — Pasar Cimeng (melalui
Kemiling), Panjang - Citra Garden (melalui JI. Yos Sudarso). Trayek
pengumpan/feeder. Kemiling — Way Kandis =2 J1. Imam Bonjol — Pager Alam
(gang PLI) - Teuku Umar — Urip Sumoharjo — Ki Maja ~ Ratu Dibalau Kemiling
— Sukarame = JI. Imam Bonjol — Sam Ratulangi ~ Panglima Polim — Bhaksi -
Urip Sumoharjo — Endre Suratmin Kemiling — Sutami [Sukabumi) = Il Imam
Bonjol — Sisimangaraja — Cut Nyak Dien — RA. Kartini — Kotaraja — Pemuda —
Hayam Wuruk — Ryacudu — Tirtayasa Way Kandis — Batu Putuk = JI. Sentot
Alibasva — Sultan Agung — Arif Rachman Hakim — lchwan Ridwan Rars — Hayam
Wuruk- Dr. Harun 11 — Dr, Harun — HOS Cokroaminoto — Nusa Indah - P,
Diponegoro — Cut Mutia — Basuki Rahmat — WR. Supratman — Setia Budi - WA,
Rahman Sukarame — Sukaraja = J1. Karimun - Legundi — Urip  Sumoharjo —
Pajajaren — Antasari — Cajah Mada — Dr. Susilo - P. Dipenegoro — Dr.
Ciptomangunkusumo — Ahmad Dahlan — Salim Batubara — Yos Sudarso Serta
beberapa ruas jalan kota lainnya vang dapat dijadikan lintasan anghkulan umum
dengan jenis moda angkutan yang lebih kecil (mikrolet) yang merupakan trayek
rekomendasi yang dimuat dalam Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan
Jalan (RIJ-LLAT) Kota Bandar Lampung tahun 2011,

d. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bus Rapid Trans (BRT) Trans Bandar
Lampung
Jenis bus. Ukuaran bus vang digunakan dalam pengembangan BRT-Trans
Bandar Lampung adalah bus medium (sedang) dengan kapasitas >20 orang
dengan tempat duduk memanjang agar dapat menampung penumpang lebih
banyak (termasuk penumpang bediri) serta dilengkapi dengan  fasilitas
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pendinginfAC {air conditioner). Jumlah armada Trans Bandar Lsmpung secara
keseluruhan hingga sast ini adalah 156 armada. Pilihan bug akan mempengaruhi
jenis halte yang ada dalam menunjang program BRT-Trans Bandar Lampung ini.
Jenis Halte. Halte scbagai sarana pengembangan BRT-Trans Bandar
Lampung sedang dalam masa pembangunan dengan melibatkan pihak swasia.
Halte BRT-Trans Bandar Lampung tidak besar dan tinggi seperti model halte pada
busway Trans Jakarta, namun dibuat sederhana sebagal halle yang fungsional
yang memiliki tempat menunggu, serta tempat naik dan turun angkutan, Jumlah
titik halie yang telah direncanakan untuk pembangunan halte berjumlah 218 titik.

g, Maodel Pengembangan Bus Rapid Trans (BRT) Trans Bandar Lampung

BR'I-Trans Bandar Lampung dikembangkan dengan optimisme bahwa
pemeriniah Kota Bandar Lampung dan pihak swata akan mampu mengembangkan
pengelolaan sistem pelavanan angkutan umum di Kota Bandar Lampung.
Beberapa model penpembangan BRT akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Model Pengembangan BRT

Model 1 Model 2 Slodel 3 blodel 4 Meda] 5 |

Bus KEMHUB | KEMHUB | KEMHUB Pemda Swasia |

| Halke Pemda Pemda Swashy Swasta/Pemda Swasta |
| Dperator Femda Swaita Pemda Swasta Swasia l

Sumber: Rencana Induk Jovinpan Lalulimas dew Anmphuran Jolan (RELLLAT
Kova Bandar Lampung tahun 200 f

LUinmuk merealisasikan model pengembangan BRT-Trans Bandar Lampung
(model 3), maka pemerintah kota harus mempersiapkan masierplan
pengembangan BRT terkait sarana, prasarana, trayek, dan juga Standar pelayanan.
Kemudian mulai memberlakukan perda Lalu-lintas dan Angkutan Jalan vang
memuat pengembangan BRT, serta membentuk lembaga pengembangan BRT di
bawah Dishub/Walikota! bagian dari pemerintah keta (RIJ-LLAJ Kota Bandar
Lampung, Bab & hal 7).

Dalam pengembangan BRT-Trans Bandar Lampung, pemerintah kota dan
Dinas Pehubungan berperan sehagai regulator, dan menjalin kerjasama dengan
pihak swasta vang tergabung dalam sebuah perusahaan kensorsium yang bernama
PT. Trans Bandar Lampung dan kemudian bertindak sebagai operator dalam
penvedizan dan pengoperasian BRT-Trans Bandar Lampung. Perusahaan
konsorsium ini pemegang sahamnya terdirl atas para pengusaha vang memiliki
izin trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)
vang sebagian trayeknya akan digantikan dengan jaringan trayek BRT-Trans
Bandar Lampung. PT. Trans Bandar Lampung terbentuk pada Oktober 2011 dan
terdiri dari 35 PO vang tergabung di dalamnya. Kerja Sama Operasional (KSO):6
PO: dan Konsorsium:29 PO, Selanjutnyva dalam penyediaan halte, pemerintah
kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan CV. Devis Jaya Advertising
untuk memaksimalkan pengadaan halte sebagai salah satu sarana penunjang BRT-
Trans Bandar Lampung,
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B. Penyajian Data dan Pembahasan

1. Mekanisme danm Tahapan Perencanaan Program BRT di Bandar

Lninpung

Program BRT di Bandar Lampung merupakan scbuah program alrernatif
untuk mengurai kemacetan kota yang semakin parah. Hal ind scsuai dengan
penjelasan Bapak Iskandar Zulkamnain, A.TD, SH., M.T. (kepala Bidang Lalu
Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung): “Mesalah yang difcdpel
kota Bandar Lampung ini cubup banyak vang paling waema ity odolah
pertumbuhan’ laly lintax Bandgr Lampung pang cufup Hnggl  semceniara
pertumbuhan faringan folan kita sangat kecil sekali, sehingga pertumbuhan
Javingan jfalan tidak diimbangi dengan pertumbuhan laly lintas”. (Wawancara,
pada Senin 7 Mei 2012). Hal yang senada juga disampaikan oleh Badri Tamam.
Sekretaris Kota Bandar Lampung, bahwa pengoperasian Trans Bandar Lampung
sebagal sistem angkutan massal merupakan langkah maju dan cfekiif dalam
rangka memberikan pelayanan transportasi yang efektif, aman, nyaman, serta
murah kepada masvarakat, *Selain itu, pengoperasian Trans Bandar Lammmg
fuga diharapkan mampi menyelesaikan persoalan-persoalan lalu lintas, ferutama
masalah kemaceian” (voww radadampung.com, diakses pada tanggal 24 Februari
2012 pukul 14:03).

Dalam merealisasikan tujuannys, pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung juga telah melakukan siudy logd factor. Hasilnya diketahui jumlah bus
vang dibutuhkan untuk menerapkan angkutan massal sebanyak 250 bus ukuran
tiga perempat. Bus ini melintasi 7 rute trayek, yvakni Rajabasa—Panjang (via JI.
Sockamo-Hatta); Rajabasa-Sukaraja (J1. P. Diponegoro), Perum, Korpri-Sukaraja
(M. Wolter Monginsidi); Kemiling-ir. Sutami (JI. P. Aniagari); Kemiling-
Sukaraja (J1. Sudirman); Rajabasa—Cimeng (Kemiling), dan Panjang—Lempasing.
{www radarlampung.com, diakses pada 24 Februari 2012 pukul 14:05)

Pelaksanaan program BRT di Bandar Lampung ini merupakan program
kemitraan vang melibatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung sena pihak swasta.
dalam hal ini adalah para pengusaha angkutan umum yang diwakili oleh Urganda
Propinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Iskandar Zulkarnain:
“ladi sesuai dengan ULl warpa Bandar Lampung mempunyai hak  wntuk
mendapaikan pelayanan angkutan yang mveah, walaupun pemerintah putpa
kewajiban tapi dia tidak mesti harus mewjadi operator peryedia fosanye
Makanya operaiornya diserafkan kepada pihak korsorsium atas pthak Keriga i
Jadi pemerintah ini hanve sebagal fasilivator dan regulator, adapun aperaipraye
pihak F1. Konsorsium (Trans Bandar Lawpung) sendivi it yang terdiv dari
heberapa gabungan pengusaha-pengusaha anglkuwan yamg ada di kota Bandor
Lampung. vang kalau tidak salak ade 35 pengusaha angkuion yang lergabung
dalam konsorsium it Jadi ini merupakon gabungan davi beberapa penguyaha
dan istilahmya ini bukan monopeli sam perusahaon, bukan fni merupakan
gabungan darl pengusafa yang bergabung menfadi satu dalam konsorsium PT
Trans Bandar Lampung”™. (Wawancara, pada Senin 7 Mei 2012).

Bentuk formalnya ditandatanganilah Kesepakatan Bersama antara Pemetintah
Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung,. Nomor
550/194/1V.33/2012 dan Nomor 032B/BRT-TBL/XIL2011 tentang Kerjasama
Pengelolaan Sistem Pelavanan Angkutan Orang di Jalan denpan Kendaraan
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Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. Dalam kesepakatan ini
disebutkan pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung menyvediakan sarsna dan
prasarana, kebijakan tentang angkutan omang di jalan, trayek jalur untuk BRT,
serta pihak PT. Trans Bandar Lampung menyediakan bis-bis yang dibutuhkan.

Adapun untuk sarana dan prasdrana penunjang, seperti halte bis, maka pihak
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melibatksn pihak swasta, sebagai
mitranya. Pihak swasta vang terlibat dalam pengadaan Halte BRT di Bandar
Lampung ini adalah CV. Devis Jaya, Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak
Iskandar Zulkamain: “Umink pemvedia haitenya, ditumjuk oleh Pak Walikota dean
kareng memang ada keinginan darl pihak ketiga, Karena hanyva CV, Devis Jaya
Jyang menvangsupl, menghadap walikota, Jadi CV. Devis Jaya merupakan
penvedia halte sebanyak 62 halte dart 218 halie yang dibutuhkan yang artinya
masih kurang 136 haite lagl, Nah itu yeng sedang diupayakan minta bantuan
meialni pusal itu, supayva bisa menutupd kekurangan vimg ada”, {Wawancara,
pada Senin 7 Mei 2012),

Berdasartkan data-data di atas, maka tahapan perencanaan yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: studi kelayakon program:
sosulisast dengan stakelholder; proses kesepakatan ketja sama operasional (KS0O)
dengan PT. Trans Bandar. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang, dalam hal
ini membuat kesepakatan dengan CV., Devis Jaya untuk pengadaan Halte BRT.

Adapun tahapan perencanasn yang dilakukan oleh Pihak Organda, sebagai

mitra dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah mendengar dan mempelajari
sosialisasi program BRT maka pihak Organda mengadakan pertemuan secara
internal. Hal ini sesuai deéngan pemyataan dard Yeni Tri Waluyo {Dm:klur
Opersional PT. Trans Bandar Lampung) sebagari berikut:
“Ronsolidasi oleh Organda penenfuznnya, rapat di Organda, meml:ren!ul: pola
penizelolaan internal PT, Trans Bandar Lampung. Setiap Perusahaan Otobus {PO)
menyediakan 5 unit bus, vang sampal sckarang terdiri dani 6 Kerja Sama
Operasional (KSO) dan 29 PO”. (Wawancara pada 19 Juni 2012)

Operasionalisasi BRT ini berdampak pada beberapa kendaraan umum yang
sebelumnya telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti mikrolet dan
Bis Damn. Sesusi dengan  kesepakatan Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung, Perum Damrn Bandar Lampung, Organda Cabang Kota Bandar
Lampung, serta PT. Trans Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2011,
disepakati bahwa Perum Damri dibenn kesempatan untuk masuk  dalam
konsorsium PT. Trans Bandar Lampung dan karvawam Perum Damri sebanyak
60 orang menjadi karvawan PT, Trans Bandar Lampung. Disepakati juga Perum
Damri masuk dalam Dewan Pendiri Konsorsium PT. Trans Bandar Lampung,
sehingga segala kewsjiban yang timbul atas berdirinya PT. Trans Bandar
Lampung. Perum Damri ikut menangeung bersama sebagai anpgota Konsorsium
PT. Trans Bandar Lampung. Serta disepakati efektif awal Februari 2012
operasional seluruh Rute Trayek Perum Damri yang ada saat ini dialibkan dan
tidak beroperasi di Kota Bandar Lampung.

Mamun dalam pelaksanzannya Perum Damn tidak segera merealisasikan hasil
kesepakatan di atas, Sehingga pada tanggal 6 Februari 2012, berdasarkan
kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungon Kota Bandar Lampung, Perum
Damri Bandar Lampung, Organda Cabeng Kota Bandar Lampung, menyepakati
sejak  tanggal 1 Maret 2012 pihak Damri tidak akan mengoperasikan
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kendar. ya di semua travek vang ada saat ini dan PT. Trans Bandar Lampung
membatalkan semua kesepakatan yang telah dibuat denpan Perum Damri, dan
selanjutnya kesepakatan lain akan dibuat setelah melihat komitmen dari Oerum
Diamri. Dalam kesempatan ini disepakati juga, untuk langkah awal atau uji coba
Perum Damn boleh melakukan pengalihan kendaraannya secara bertahap ke rute
yang akon dilayeni selanjutnya.

Setelah kesepakatan internal diantara anggota konsorsivm PT Trans Bandar
Lampung sudah final, maka tahap selanjutnya adalah rekrutmen tenags kerja
sebagai sopr bis BRT. Komisaris Utama BET Tony Eka Candea
(www.radarlampung.com. diakses pada tanggal 04 Mei 2012 pukcl 14:28)
rekrutmen sopir ini dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak dipungut hiaya
apapun. Kualifikasi pendidikan juga cukup SD, dimana sebelumnya minimal
SMA., vang terpenting pelamar bisa mengemudikan bis.

Secara umum, tehapan perencanean yang dilakukan oleh Organda Propinsi
Lampung, dalam hal ini oleh Konsorsium PT. Trans Bandar Lampung adalah:
mengikuti dan mengkaji sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung; membentuk konsorsium pengusaha angkutan umum di Kotz Bandar
Lampung, dalam wadah baru yang bernama PT. Trans Bandar Lampung: PT.
Trans Bandar Lampung membentuk pola pengelolasn internal; Proses
kesepakatan kaerja sama operasional (K50 dengan dengan Pemenntah Ko
Bandar Lampung; melakuken pengadaan bus; rekrutmen sumber dava manusia;
opersionalisasi Bus Rapid Transit (BRT). '

2. Situasi dan kondisi yang menjadi Sumber-Sumber Polemik dalam
Perencanaan Program BRT di Bandar Lampung

Keberadaan Bis Rapid Transit (BRT) di Bandar Lampung ini bukan berarti
tidak mengalami hambatan. Banyak pihak vang menemtang program Pemeriniah
Kota Bandar Lampung inl. Mercka yang menentang terutama berasal dari mereka
yang selama ini sudah memberikan pelayanan angkutan kepada masyarakat kot
Bandar Lampung. Mereka adalah para sopir mikrolet dan Ferum Damn Bandar
Lampung. Namun, secara umum ada beberapa situasi dan kondisi yvang menjadi
sumber-sumber polemik dalam perencanaan Program BRT di Bandar Lampung.
Situasi dan kondisi tersebut adalah adanya monopoli rute trayek angkutan orang di
Bandar Lampung oleh Konsorsium PT. Trans Bandar Lampung, BRT yang tidak
membayar retribusi terminal, serta adanya indikasi pungutan liar dalam seleksi
sopir di PT, Trans Bandar Lampung.

Monopoli Rute Trayek Angkutan Orang di Bandar Lampung oleh
Konsorsium PT. Trans Bandar Lompung. Perasaan tersingkir, dikalahksn dan
diabaikan itulah yang ada pada para sopir mikrolet di Bandar Lampung dan Perum
Damri Bandar Lampung Karena dengan dibedakukannya BRT di Bandar
Lampung jelas menggeser peran mereka yang selama ini melayani jasa angkutan
untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Pegeseran peran pelayanan anghkutan
umum uniuk ocrang Jdi Kota Bandar Lampung inilah yang disebul dengan
monopoeli. Hal ini ditegaskan aktivis sosial Jaringan Kerakyatan (JK) Lampung
Rachmat Husein D.C. "'Ini adalal upaye monopoli Cepat ataw lambat selaran
protes kepada kebifakan vang tidak pro terhadap rakyvar rerus berguliv. Ini adalah
lemipan-letupan kecil vang sudah terlihar dan seharisnya diredam. *"Kalan BRT
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wtcnt bersaing. ya silakan. Tetapl jangan bermain tunggoal. Jelax ini herteniangan
dengan semangat antimonopoli yang lahir dari rahim reformasi. Para peleku
userha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Prakiik Monapoli dan Persaingan Usaha Tidok Sehar” {werw sadarlampung.com,
diakses pada tanggal 03 Mei 2012 pukul 16:05) '

Menanggapi kasus monopoli ini, bahkan ada seorang anggota DPR Pusat,
Riswan Tony DK, Anggota Komisi V DPR Rl yang membidangi perhubungan
Riswan pada 6 Februari 2012 telah mengirim surat yang ditujukan kepada Wali
Kota Bandar Lampung Herman H.N. Surat bernomer 021/RT-SK/L2012 ini
membahas pengoperasian BRT. Dalam surat itu disebutkan bahwa Riswan telah
menerima  surat  pengaduan  dari  Serikmt Karyawan Damti  bemomor
01/LP 04/ DPC/SKARDV/2012 pada 20 Januari 2012 mengenai pengoperasian
bus kota. ‘Saya selaku anggota Komisi V DPR RI membidangi perhubungan
memohon kepada wali kota Bandarlampung agor tidak mencabut izin travek bus
Danir secara sepfhak, ™

Kondisi ini semakin memanas dengan adanya aksi penolakan program BRT
oleh ratusan sopir angkutan kota/mikrolet pada hari Rabu, 11 April 2012, Aksi
dilakukan di depan Kantor Balai Kota Bandar Lampung. Heriyadi, pengemudi,
angkutan kota/mikrolet meminta pemeniniah bersikap adil. “Silatan adu BRT,
tetapi kami minta pemerintah adil. Jangan mengulamakan BRT saja. Apa
pemerinleh mau tanggung jawab dengan nasib kami Yang ada pemeriniah hanya
mencari keuntungan semata dard BRT. Nah sekarang jolvr feeder vang dijanjikan
prin belum jelas. Sebenarma apa sih maunya pemerintah, Mau membunuh kami
pelan-pelan!” {(www radarlampung.com. diakses pada tanggal 12 April 2012
pukul 03:27)

Setelah aksi berlangsung selama 15 menit, tujuh perwakilan demonstran
akhirnva diterima Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. di ruang Kerjanya
Para perwakilan itu lantas menyampaikan aspirasi agar BRT tidak lagi beroperasi
di Panjang, Herman H.N, menegaskan, pihaknya tidak dapat memenuhi harapan
lersehut. Sebab herdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan babwa setiap keta harus mempunyai moda
wransportasi angkutan massal. " adi tidak mungkin dicegah BRT bevoperasi di
sama, Kalaw may, silakan beroperasi bersama-sama, Namun jika trayek angkol
sudah habis, maka tidak bisa diperpanfang, " '

Situasi dan kondisi ini semakin tidak terkendali, apalagi ditemukan BRT tidak
berhenti, pada titik-titik yang telah ditentukan, melainkan BRT berhenti
disembarang tempat untuk menaikken dan menurunkan penumpang, Puncaknya
pada tanggal 3 Mei 2012 sebanyak empat unit BRT yang melintas di Jalan [Laden
Tritan, Bandarlampung, tepatnya di Tugu Adipura dirusak massi.

Sehagai upaya mediasi terhadap konflik ini. maka dibuatlah Kesépakaton
Mersama Pelaku Transportasi Angkutan Perkotaan di Bandar Lampung tanggal 7
Mei 2002, yang diikuti oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan
Kota Bandar Lampung, Direktur PT. Trans Bandar Lampung, Sekretaris Umum
[PD: SPTI Propinsi Lampung, Ketua Forum Paguyuban Pengemudi Angkutan
& ota Bandar Lampung dan Korlap DPD SPTI Propinsi Lampung. Menvepakati:

Seluruh  Angkutan Umum  Perkotaan di Bandar Lampung (BRT,
AngkotMikrolet, Taxi, Ranmor Sewa, Travel, Angkutan Pariwisata), wajib

166




Serinar Hasil-Foasil Peneiitian dan Pengabdian Bepada Masyearakat-
Dias Natalis FISIP Unida Takun 2012

‘ll

melayani rute angkutan sesuai ijin trayek yang telah ditctapkan oleh Pemerintah
Kota Bandar Lampung.

Selurch Angkutan Umum  Perkotsan di Bandar Lampung (BRT.
AnpkotMikrolet, Taxi, Ranmor Sewn, Travel, Angkutan Pariwisata), wajib
mematuhi peraturan lalulinta sebagmimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang
o 272 tahun 2009 fentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Bus Rapit TransitBRT
wajib menaikkan Penumpang/Pemakai Jasa ditempat pemberhentian yang telah
ditentukan baik di halte maupun di rambu tempat pemberhention BRT. yang telah
ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. BRT maupun Angkot
(mikrolet) yang baru kelvar dari garasi (pool) kendaraan tidak diperkenankan
menaikkan penumpang {pemakai jasa) sesual dengan ijin trayek masing-masing,

Angkot (mikmolet) yang telah berakhir masa ijin traycknya dimohonkan
kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat diberikan dispensasi
selama 1 (satu) tahun untuk mengisi rute feeder. Meminta kepada Pemerinizh
Kota Bandar Lampung melalui DInas Perhubungan Kota Bandar Lampung don
Organda Kota Bandar Lampung, agar Pemilik/Pengemudi ANgkot/Mikrolet dapat
difasilitast untuk membentuk konsorsium feeder angkot (mikroler) Kota Bandar
Lampung dalam rangka untuk mengisi ruie-rute feeder ke depan yang ditetapkan
oleh DInas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Meminta kepada Aparat
Penegak Hukum (Kepolisian dan Dinas Perhubungan) untuk menindak kendaraan
plat hitam yang beroperasi mengangkut penumpang di wilayah Hukum Kota
Bandar Lampung,

Rambu-rambu tempat pemberhentian Bus Rapid Transit (BRT} akan dipasang
sementara oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung secara bertahap paling
lambat 1 (satu) bulan sambil menunggu rambu-rambu yang permanen yang saal
ini masih dalam proses tender oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan kesepakatan, kami
bersepakat untuk duduk bersama merumuskannya melalui musyawarah dan
mufakat, Kami bersepakat untuk menjaga ketentraman, kenyamanar, ketertiban
dan keamanan Kota Bendar Lampung, khususnya di bidang lalulintas dan
angkutan jalan. Apabila ada pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas,
ketentraman, kenyvamanan, ketertiban dan keamanan Kota Bandar Lampung
khususnya di bidang lalulintas dan angkutan jalan, kami akan segera
melaporkannya kepada aparat pencgak hokum (kepolisian). Apabila ada
pelanggarsn terhadep kesepakatan ini, kami bersedia untuk diberikan sanksi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EBRT yang tidak membayar retribusi ferminal. Selain kasus monopoli ijin
trayek, ada lagi situasi dan kondisi yang menycbabkan polemic dari program BRT
di Kota Bandar Lampung. Hal ini adalah adanya kebijakan tidak meminta biaya
retribusi terminal kepada BRT. Sekretaris Forum Komunikasi Anghot Bandar
Lampung (FKABL) Hermansyah menilai BRT harus tetap dikenakan tarif
retribusi guna menghindari kesan pilih kasih antara BRT dengan angkutan umuEn
lainnya. Penarikan retribusi juga untuk memaksimalkan pendapatan ash daerah
(PAL)), "'Nanti mickin terlikat kesan pilih kasth kalay sampai mereka henar-henar
tidak membayar retribusi terminal alau laimya. Unfuk retribusi terminal saja
kami para angkot dikenakan Rp3 ribu per harinya. Sedanghan kalau truk
dikenakan sampai RpS ribu, Masak iya BRT ridak bayar samd sekali "
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{www,radarlampung com, diakses tanggal 28 April 2012 pukul 14:27). Adanya
Indikasi Pungutan Liar dalam Seleksi Sopir di PT. Trans Bandar Lampung

Sehagai upaya percda situasi dan kondisi yang memburuk, sebenarmya pihak
Kotsorsium PT. Trans Bandar Lampung membuka kesempatan kepada para sopir
angkutan kota’mikrolet untuk bergabung menjadi sopir BRT. Opsi konsorsium
bus rapid transit (BRT) untuk menggandeng para sopir angkutan kota (angkot)
mendapal  hambatan. Pasalnya, kalangan sopir angkot di Bandarlampung
pesimistis dapat bergabung dengan konsorsium BRT. Hal ini dipicu oleh
mekanisme penerimaan konsorsium BRT. Selain harus melengkapi beberapa
berkas ditambah ujian, untuk bergabung dalam konsorsium para sopir ini pun
herus mengeluarkan dana yang cukup besar. Yano, seorang sopir angkot jurusan
Rajabasa-Tanjunpgkarang, mengatakan: ~"Mereka yang sudah bergabung rata-raia
tak henrva harus lofos tes. Mereka juga harus memberikan wang sekitar Rpl juia
sampai Bpl futa, Jumlah vang besar bagi kami yang sehavi-hari hanya bekerja
sebagai sopir anghot biasa " (www raderlompung.com. diakses poda ranggal 4
Med 2012 pukal 14:28),

Menanggapi masalah ini, Komisaris Utama BRT Tony Eka Candra
menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pemmah memberlakukan pungutan
seperti vang ditudubkan in. Kalaupun ada, dikatakannya, it adalah ulah oknum
luar vang memanfaatkan kondisi. Tony Eka Candra mengatakan: *'Tak ada bigya-
hiqva  sebesar itw. Semua gratis. Terkait persyaroian ifazah, saya pun
memutuskan wituk mempermudahnva. Bila awal setidaknye mereka minimal
fufusan SMA, kini lulusan 8D pun akan kami pertimbangkan. Yang penfing
mereka bisa menyetir bus dengan baik, " (www.radarlempung.com, diakses pada
tanggal 4 Mei 2012 pukul 14:28)

3. Stakeholder vang Terlibat, Peran yang dijalankan, dan Mckanisme yang
digunskan dalam Proses Perencanaan Program BRT di Bandar
Lampung “

Program BRT ini merupakan program kemitraan yang melibatkan banyak
stakeholder, diantaranya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandar Lampung, Organda Kota Bandar Lampung. P1. Trans Bandar Lampung,
Perum Daomri Bandar Lampung, Masyerakat Transportasi Indonesia (MTI)
Wilayah Lampung, Forum Komunikasi Angkot Bandar Lampung (FKABL), CV.
Devis Jaya, serta aparat keamanan (TNI-Polri dan Saipal PP).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. BRT i merupakan
program nasional, sehingga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia harus
melakukan fungsi-fungsi supervisi ke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Rahkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia .bersedia membantu
pembanguan halte BRT, Hal itu disampaikan R.H. Christiono, Kasuhdit Angkutan
Perkataan Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Kemenhub,
gouspi diskusi publik mengenai pelayanan transportasi umum perkotaan vang
digelar di Hotel Novotel, Lampung, pada tanggel 23 Februari 2012,
(www.radarlampung com. diakses pada tanggal 24 Februari 2012 pukul 14:05)

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Plhak vang bertanggung jawab
atas pelaksanaan program BRT di Bandar Lampung adalah Dinas Perhubungan
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Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengelola dan
mengkoordinasikan semua stakeholder vang ada dalam konsep kemitraan, Hal im
sesuzi dengan penjelasan Bapak Iskandar Zulkamain; “Jadi sesuai dengan UL
warga Bandar Lampung mempumyal ok untik me’hdupdl’kun pe*fa}w:mn angku.r.:m
yang murak, walaupin pemerintal punya kewajiban tapt dic tidak mesii harus
menjadt aperator penyedia jasanyva. Makanva eperatornya diserahkan kepada
pihak komsorsium atau pihak ketiga i Jodi pemerinigh ini hanya sebagai
Jasilitator dan regulator, adapun operatornya pihak PT. Kensorsium (Trans
Bandar Lampung) sendirvi ity yang terdiri dari beberapa gabungan penjnisahe-
pengusaha anghufan yang ada df kota Bandar Lampung, yang kalau tidak salah
ada 35 penguvaha anghkulan yang !e?gﬂhmg derlemi konsorsium Tt Jadi Il
merupakan  gabungan davi beberapu pengusaha  don istilabhmya Ini bukan
monapoli satu perusahaan, bukar. Ini merupakan gabungan dart pengusala yong
bergabung menjadl satw dolam konsorsium PT. Trans Bandar Lampung”
{ Wawancara, pada Senin 7 Mei 2012},

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. [Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah (DPRD) Kota Bandar Lampung melakukan peran-
peran legisiasi, Peran ini dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung ketika
melakukan hearing dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada Han
Seain, 23 April 2012 di Ruang Komisi C DPRD Bandar Lampung dengan agenda
pembahasan program BRT di Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung
sepakat BRT harus jalan, namun kekurang-Kekurang vang ada harus segera
distasi, Dalam hearing tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
meminta dukungan DPRD Kota Bandar Lampung untuk pengajuan pengadaan
halte BRT ke Pemerintah Pusat.

Organda Kota Bandar Lampung. Organda Kota Bandar Lampung sebagai
wadah para pengusaha angkutan orang di Bandar Lampung memainkan peran
sangat penting dalam program BRT di Bandar Lampung ini. Pihak Orgando
mengadakan pertemuan sccara internal. Hal ini sesual dengan pernyataan dari
Yeni Tri Waluyo (Direktur Opersional PT. Trans Bandar Lampung) sebagar
berikut: “Konsolidasi oleh Organda penentuannya, rapat di Orgarda, membeniuk
pola pengelolaan internal FT. Trans Bandar Lampung Setiap Perusahaan
obus (PO} menyediakan 5 unit bus, vang sampai sekarang terdirt dari 6 Kerfa
Seama Operasional (KSO) dan 29 PO, (Wawancara pada 19 Juni 2012)

PT. Trans Bandar Lampung. PT. Trans Bandar Lampung merupakan wadah
atau konsorsium para penguesaha anghkutan orang di Bandar Lampung, PT, Bandar
Lampung inilah yang memegang peran operasional BRT di Bandar Lampung,
berdasarkan Kesepakatan Bersama aniara Pemerintah Kota Bandar Lampung
dengan PT. Trans Bandar Lampung, Nomor 330/194/TV.33/2012 dan Nomor
032'B/BRT-TBL/X1IF2011 tentang Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Kota
Bander Lampung. Peran yang dijalankan oleh PT. Trans Bendar Lampung ini
mulai dari pengadaan bus scsuai dengan jumlah yang dibutuhkan sampai dengan
pengadaan sumber daya manusia untuk opersionalnya, yang terdiri dari sopir dan
pramugara’pramugan BRT,

Ferum Damri Bandar Lampung. Perum Damri Bandar Lampung merupakan
perusahaan penvedia pelayenan angkutan umum untuk masyarakat Kota Bandar
Lampung yang pertama. Sehinpga program BRT ini tentunya berdampak juga
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pada bisnis mereka. Sesuai dengan kesepakatan Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung., Perum Damri Bandar Lampung. Organda Cabang Kota Bandar
Lampung, serta PT. Trans Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2011,
disepakati bahwa Perum Damrn diberi kesempatan untuk masuk  dalam
konsorsium PT. Trans Bandar Lampung dan karyvawam Perum Damri sebanvak
6l orang menjadi karyawan PT. Trans Bandar Lampung. Disepakati juga Perum
Damri masuk dalam Dewan Pendiri Konsorsium FT. Trans Bandar Lampung,
sehingga segals kewajiban yang timbul atas berdirinys PT. Trans Bandar
Lampung. Perum Damri ikut menanggung bersama sebagai anggota Konsorsium
PT. Trans Bandar Lampung. Serts disepakati efektif awal Februari 2012
operasional seluruh Rute Trayvek Pérum Damri vang ada saat ini dialihkan dan
tidak beroperast di Kota Bandar Lampung.

Namun dalam pelaksanaannya Perum Damri tidak segera merealisasikan hasil
kesepakatan di atas. Sehingga pada tanpgal 6 Februan 2012, berdasarkan
kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Perum
Damn Bandar Lampung, Organda Cabang Kota Bandar Lampung, menyepakati
sgjak tanggal | Maret 2012 pihak Damn tidak akan mengoperasikan
kendaraannya di semua frayvek vang ada saat ini dan PT. Trans Bandar Lampung
membatalkan semua kesepakatan yang telah dibust dengan Perum Damr, dan
selanjutnya kKesepakatan lain akan dibuat setelah melibat komitmen dan Oerum
[damri, Dalam kesempatan ini disepakati juga, uniuk langkah awal atau wi coba
Perum Darmn boleh melakukan pengalihan kendaraannya secara bertahap ke rute
vang akan dilavani selanjutnya.

Masparakal Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung. Masyarakat
Transportasi Indonesia (MT1) Wilayah Lampung merupakan lembaga yvang intens
memperhatikan, meneliti dan memberikan saran masalah-masalah transportasi.
MTI] Wilayah Lampung memberikan saranya pada diskusi publik mengen
pelavanan transpotiasi umum perkolasan yang digelar di Hotel Novotel, Lampung
tangeal 23 Februan 2012, Diskusi publik ini menghadickan beberapa pembicarmn,
di antaranva Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. diwakili Sekretaris Kota
Badrn Tamam, Ketua Organda Proving Lampung Toni Eka Chandra, Kepala
Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung Normansvah, serta Ketua MTI
Lampung [.B. [lham Malik.

Forum Komunikasi Anghkot Bandar Lampung (FKABL)., Forum
Komunikasi Angkot Bandar Lampung (FKABL) merupakan pelaku bisnis jasa
angkutan orang di Bandar Lampung, selain Perum Damri, yang terkena dampak
dari program BRT ini. Trayek mereka terancam akan hilang, yang pada aklumya
ini vang memicu konflik keras antara sopir angkutan kota/mikrolet dengan pihak
PT. Tran: Bandar Lampung, Mereka selain mempermasalahkan monopolinya
BRT di Bandar Lampung, BRT yang berhenti tidak pada tempal-tempat yang
telah ditentukan, serta mempermasalabkan juga BRT Bendar Lampung vang tidak
membayar retribusi terminal.

CV. Devis Jaya. CV. Devis Jaya merupakan satu-satunya perusahaan
advertising yang bersedia bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung dalam pengadaan 62 halte BRT di Bandar Lampung. Hal ini sesum
dengan penjelasan Bapak Iskandar Zulkamain: "Uniuk pempedia haltenya,
ditunjuk ofelt Pak Walikota dan karena memang ader kelnginan dari pihak teliga.
Karena hanva CV. Devis Jaya yang menvanggupl, menghadap walikota. Jadi CV.
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Devis Jaya merupakan penvedia Rale sebamvak 62 halle dari 218 halte pang
dibutuhkan vany artinvg masih kurang 156 halie lagi. Nak i yang sedang
diupayakan minta bantwan melalyi pusat it supava bise memutupi kekurangan
vang ada”. (Wawancara, pada Senin 7 Mei 2012}). _

Aparat Keamaran (TNI-Polri dan Satpol PP). Ecberadaan aparat keamanan
(TNI-Polri dan Satpol PP) dalam operasional BRT di Bandar Lampung ini
memainkan peran yang penting juga. Apalagi setelah peristiwa tanggal 3 Mei
2012 sebanyak empat unit BRT wang melintas di Jalan Raden Intan,
Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, tepatnya di Tugu Adipura dirusak massa.
Karena peristiwa ini BRT baru beroperasi kembali tanggal 5 Mei 2012 setelah
setiap unit BRT mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

a, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal szbagai
berikut: Program BRT ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa setiap kota
harus mempunyai moda transportasi angkutan massal. Dengan tujuan untuk
mengurangi kemancetan di Kota Bandar Lampung, Proses perencanaan program
BRET telah dilaksanakan, terutama oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung serta Konsorsium PT, Trans Bandar Lampung. Diakui masih tetap
terdapat namun program BRT ini harus tetap dijalankan; Terdapat beberapa
situasi dan kondisi vang menjadi sumber-sumber polemik dalam perencanasn
Program BRT di Bander Lampung, yaitu adanva monopoli rute travek angkutan
orang di Bandar Lampung oleh Konsorsium PT. Trans Bandar Lampung. BRT
vang tidak membayar retribusi terminal, serta adanya indikasi pungutan liar dalam
seleksi sopir di PT. Trans Bandar Lempung; Program BRET ini merupakan
program kemitraan vang melibatkan banyak stakeholder, diamtaranya
Kementerizn Perhubungan Republik Indonesia, Dinas Perhubungan kota Bandar
Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, Organda
Kota Bandar Lampung, PT. Trans Bandar Lampung, Perum Damri Bandar
Lampung, Masvarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung. Forum
Komunikasi Angkot Bandar Lampung (FKABL), CV. Devis Jaya, serta aparat
keamanan (TNI-Polri dan Satpal PP).

5.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah Kota Bandar
Lampung, melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, segera
menyelesatkan rwde  fravek  feeder untuk mengakomodasi sopir anghkutin
kota/mikrolet vang sudah kehilangan mata pencaharian mereka; Pemerintah Kota
Bandar Lampung, melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, segera
menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarans uniuk BRT seperti halte,
rambu-rambu serta jalur khusus BRT; Aparat keamanan, terutama polisi. perlu
bersikap tegas terhadap sopir BRT yang berhenti tidak pada tempat yang telah
ditentukan, baik untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang.
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